BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menim bang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran
2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 201 4.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lem baran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tam bahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nom or 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44)
sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah ( Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nom or 3988);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pem bentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jam bi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pem bentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jam bi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Tim ur (Lem baran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,



10.

11.

12.

Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);

Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nom or 4286);

Undang-Undang Nom or 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nom or 15 Tahun 2004 tentang
Pem eriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nom or 4400) ;

Undang-Undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang
Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tam bahan Lem baran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Umndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 484 4);

Undang-Undang Nom or 33 Tahun 2004 tentang
Perim bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 5049);

Peraturan Pem erintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaim ana beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pem erintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pim pinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nom or 4712);

Peraturan Pem erintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tam bahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nom or 4502);

Peraturan Pem erintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pem erintahan (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 450 3);
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Peraturan Pem erintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjam an Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lem baran Negara

Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pem erintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perim bangan (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nom or 4575);

Peraturan Pem erintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistim Inform asi Keuangan Daerah (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pem erintah
Nom or 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pem erintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Inform asi Keuangan Daerah (Lem baran Negara
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nom or 5155);

Peraturan Pem erintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tam bahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pem erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tam bahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 4578);

Peraturan Pem erintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedom an Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan M inim al (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tam bahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nom or 4585);

Peraturan Pem erintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedom an Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pem erintah Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tam bahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nom or 459 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instransi Pem erintah
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tam bahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedom an Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom an

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedom an Pedom an Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014 terdiri atas

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah :Rp. 34.422.830.200,00,-

b. Dana Perim bangan :Rp. 731.409.067.211,00,-
c. Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang sah : Rp. 100.281.654.750,50,-

Jumlah Pendapatan Rp. 866.113.552.161,50,-

2. Belanja
a.Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawali Rp. 364.668.050.155,03,-
2. Belanja Subsidi Rp. 0,-
3.Belanja Hibah Rp. 3.825.000.000,00,-
4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.262.000.000,50,-
5.Belanja Bagi Hasil Kepada

Pem erintah Desa Rp. 0,-

6. Belanja Bantuan keuangan

Kpd Pem erintahan desa Rp. 39.567.007.711,00 ,-
7.Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00,-
Jum lah Rp. 413.322.057.866,53,-

b.Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 83.353.396.930,00,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 163.190.961.913,00,-
3. Belanja Modal Rp. 251.477.332.711,71,-

Jum lah Rp. 498.021.691.554,71,-
Jum lah Belanja Rp. 911.343.749.421,24,-
Surplus ( Defisit ) Rp. (45.230.197.259,74,-)

3. Pem biayaan Daerah

a. Penerim aan Rp. 60.362.397.259,74,-
b. Pengeluaran Rop. 11.500.000.000,00,-
Jumlah Pem biayaan netto Rp. 48.862.397.259,74,-

Sisa Lebih Pem biayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 3.632.200.000,00,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal l tercantum dalam Lam piran I Peraturan Bupatiini.



Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci

lebih lanjut dalam Lam piran II Peraturan Bupatiini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah

dirinci lebih lanjut dalam Lam piran III Peraturan Bupatiini.

Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan

sosial dirinci lebih lanjut dalam Lam piran IV Peraturan Bupati

ini tetapi tidak termasuk bantuan sosial kepada individu

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

Lam piran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal
4 dan pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupatiini.

Peraturan ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mem erintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem patannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 21 Januari 2014

BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONIROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR






